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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Perubahan Pendapatan 
(D_PEND), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Perubahan Pembiayaan 
(D_PEMB) untuk SILPA. SILPA adalah selisih antara realisasi pendapatan dan 
belanja, serta membiayai pembiayaan pendapatan dan belanja dalam APBD. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK 
RI) pada tahun fiskal 2016. Penelitian ini menggunakan metode purposive sebagai 
metode pengambilan sampel yang menghasilkan sekitar 110 dari seluruh 
pemerintah daerah yang dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi adalah 22,6%, artinya 
22,6% varians variabel SILPA dapat dijelaskan oleh Revenue Change, Special 
Alokasi Dana, dan Perubahan Pembiayaan, sedangkan sisanya sebesar 77,4% 
adalah dijelaskan oleh faktor lainnya. Hasil uji simultant menunjukkan bahwa 
Revenue Change, Special Alokasi Dana, dan Perubahan Pembiayaan memiliki 
pengaruh signifikan terhadap SILPA. Penelitian parsial menunjukkan bahwa 
SILPA berpengaruh secara signifikan terhadap Revenue Change dan Dana 
Alokasi Khusus, sedangkan Perubahan Pembiayaan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap SILPA. 
 
Kata Kunci: Perubahan Pendapatan, Dana Alokasi Khusus, Perubahan 
Pembiayaan, dan SILPA 
 
Abstract 
This research aims to examine the influence of the Revenue Change (D_PEND), 
Special Allocation Fund (DAK), and Change of Financing (D_PEMB) for SILPA. 
SILPA is the difference between the realization of revenues and expenditure, as 
well as financing revenue and spending financing in annual budget (APBD). This 
research uses secondary data from Indonesian Supreme Auditor (BPK RI) on 
fiscal year 2016. This research uses purposive as a sampling method that has 
resulted around 110 from all local goverments were analised by using multiple 
regresion. The result shows that coefficient of determination is 22,6%, it means 
that 22,6% variabel variance of SILPA can be explained by Revenue Change, 
Special Allocation Fund, and Change of Financing, mean while the rest of 77,4% 
was explained by other factors. The simultant test result shows that Revenue 
Change, Special Allocation Fund, and Change of Financing have significant 
influence to SILPA. Partial research shows that SILPA was significally influence 
by Revenue Change and Special Allocation Fund, while Change of Financing 
does not have significant influence to SILPA. 
 





Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki luas wilayah 
terbesar di dunia. Pada masa reformasi Indonesia telah menerapkan sistem 
desentralisasi dalam menjalankan pemerintahannya yang diimplementasikan 
dalam bentuk otonomi daerah.  
Tujuan dari penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di 
Indonesia adalah agar terwujudnya tingkat efisiensi dan efektifitas pemerintah 
dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah 
yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
menjadi salah satu aspek dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang harus 
dilakukan secara efisien dan efektif, karena APBD memiliki peranan yang penting 
dalam pembangunan daerah (Makhfatih, 2014). Khususnya era saat ini dimana 
penganggaran di Indonesia menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja 
(Bawono, 2015). 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 01 menyebutkan bahwa 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara 
realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 
dalam APBD. Lemahnya APBD dapat mengakibatkan target penerimaan tidak 
tercapai dan banyaknya program atau kegiatan pemerintah yang tidak terlaksana 
sehingga menimbulkan SILPA. 
SILPA kerap disalahartikan sebagai peluang menghambur-hamburkan 
selisih dana sisa sebelum tutup buku di akhir tahun. Munculnya SILPA terjadi 
karena serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih 
minim, sehingga terdapat realisasi pendapatan yang lebih dari yang dianggarkan. 
Selain itu, menurut Hakim (2016) terjadinya SILPA juga karena adanya kegiatan 
atau program pemerintah yang belum terselesaikan serta adanya pembatalan 
proyek yang hendak dilaksanakan. 
Penelitian yang telah dilakukan oleh Suharna (2015) menyebutkan bahwa 
dari komponen-komponen APBD, yang berpengaruh besar terhadap SILPA 
berasal dari pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, dana transfer dari 
pemerintah pusat, serta pendapatan lain yang sah. 
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Pendapatan disebutkan dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan semua penerimaan uang melalui 
Rekening Kas Umum Daerah, yang merupakan hak daerah dalam satu anggaran 
yang tidak perlu untuk dibayar kembali oleh daerah sekaligus menjadi penambah 
ekuitas dana lancar pemerintah daerah. Pendapatan daerah menjadi kompenen 
terpenting bagi pemerintah daerah dalam menunjang penyelenggaraan otonomi 
daerah, mengingat bahwa pemerintah daerah berusaha untuk mengurus daerahnya 
sendiri. Ramadhan (2015) menyebutkan bahwa realisasi pendapatan yang 
melampaui target dapat disebabkan karena penganggaran yang ditetapkan 
cenderung lebih kecil dari potensi riilnya. Hal tersebut yang mendorong 
munculnya SILPA. 
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana dari APBN yang 
dialokasikan dari pemerintah pusat ke daerah untuk membantu mendanai kegiatan 
khusus daerah. Sugiantini (2015) mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat yang 
melakukan transfer secara berkala dan bertahap sesuai dengan jadwal ke daerah 
disinyalir menjadi penyebab realisasi DAK yang tidak mencapai target, dengan 
penyaluran dana yang mendekati akhir tahun maka banyak proyek yang sedang 
dilaksanakan tidak terselesaikan atau bahkan dibatalkan. Hal tersebut yang 
menyebabkan terbentuknya SILPA di daerah. 
Pembiayaan pun akan selalu berhubungan dengan SILPA. Pasalnya, 
selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah akan menghasilkan 
surplus atau defisit APBD. Dalam penyusunan APBD seharusnya SILPA ini sama 
dengan nol, yang artinya jika terjadi defisit maka jumlah dari pembiayaan neto 
harus dapat menutup defisit anggaran. Pembiayaan neto merupakan selisih antara 
penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Apabila terdapat selisih 
antara surplus/defisit APBD dengan pembiayaan neto, maka akan menghasilkan 
SILPA.  
Penelitian tentang SILPA masih sedikit dilakukan, beberapa peneliti 
sebelumnya seperti Suharna (2015) hanya meneliti untuk satu kabupaten (case 
study) yang hasilnya tidak dapat digeneralisir. Untuk itu peneliti memiliki 
motivasi untuk meneliti lebih lanjut tentang SILPA dari kabupaten atau kota se 
Jawa dengan penelitian empiris.  
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2. METODE  
2.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Perubahan Pendapatan, 
Realisasi Dana Alokasi Khusus dan Perubahan Pembiayaan terhadap Sisa Lebih 
Pembayaan Anggaran (SILPA) pemerintah daerah kabupaten/kota se Jawa Tahun 
2016. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se 
Jawa Tahun 2016 dengan jumlah 110. Metode sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel tersebut 
adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa yang 
menyusun laporan keuangan pemerintah daerah secara lengkap TA 2016 yang 
telah diaudit oleh BPK RI dan dapat diakses, (2) Laporan keuangan yang 
ditampilkan memiliki data lengkap. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan peneliti 
menggunakan data sekunder dalam melakukan analisis data. Data sekunder 
berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota se Jawa. Teknik pengumpulan data sekunder dari penelitian ini 
diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 
2.2 Definisi dan Operasional Variabel 
a. Variabel Dependen 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SILPA). SILPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari 
aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. 
Sedangkan disebutkan dalam PSAP 01 bahwa SILPA merupakan selisih lebih 
antara realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran 
pembiayaan dalam APBD, atau dapat dikatakan bahwa SILPA merupakan 
selisih antara surplus/defisit APBD dengan pembiayaan neto. Formula 
perhitungannya adalah sebagai berikut. 






b. Variabel Independen 
Perubahan Pendapatan 
Pendapatan merupakan sumber dana untuk membiayai setiap program dan 
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Perubahan pendapatan 
pada penelitian ini merupakan selisih antara realisasi pendapatan tahun 2016 
dan anggaran pendapatan tahun 2016. Pada penelitian ini, perubahan  
pendapatan daerah yang digunakan adalah data realisasi APBD tahun 2016. 
Perubahan pendapatan diukur dari selisih antara realisasi pendapatan tahun 
2016 dan anggaran pendapatan tahun 2016. Formula perhitungannya adalah 
sebagai berikut. 
∆ Pendapatan = Realisasi Pendapatan tahun 2016 – Anggaran Pendapatan 
tahun 2016 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan 
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 
dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam penelitian ini Dana Alokasi 
Khusus (DAK) untuk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dari pos 
dana perimbangan dalam data Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota 
se Jawa Tahun Anggaran 2016 yang sudah di audit.  
Perubahan Pembiayaan 
Pembiayaan daerah merupakan keseluruhan transaksi pemerintah daerah baik 
berupa penerimaan ataupun pengeluaran yang perlu dibayar atau yang akan 
diterima kembali guna menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 
Sedangkan dalam penelitian ini, perubahan pembiayaan merupakan selisih dari 
realisasi pembiayaan tahun 2016 dan anggaran pembiayaan tahun 2016. Pos 
pembiayaan dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran TA 2016. Formula 
perhitungannya adalah sebagai berikut. 
∆ Pembiayaan = Realisasi Pembiayaan tahun 2016 – Anggaran 




2.3 Metode Analisis Data 
Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis 
regresi berganda atau multiple regression yang digunakan untuk menjelaskan 
pengaruh perubahan pendapatan, realisasi dana alokasi khusus, dan perubahan 
pembiayaan terhadap SILPA. Pengujian hipotesis akan dilakukan setelah model 
regresi bebas dari gejala-gejala asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji 
multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan validitas hasil 
penelitian. Untuk ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual 
dapat diukur dari goodness of fit model yaitu dengan menggunakan uji statistik F, 
uji statistik t, dan uji koefisien determinasi. 
Bentuk umum persamaan regresi linier berganda dapat di rumuskan 
sebagai berikut: 
SILPA =α+ β1D_PEND + β2DAK + β3D_PEMBIAYAAN + ε 
Keterangan : 
SILPA    = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
α    = Konstanta 
β1 β2 β3   = Koefisien regresi variabel independen 
D_PEND  = Perubahan Pendapatan 
DAK    = Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 
D_PEMBIAYAAN = Perubahan Pembiayaan 
e   = Error Term 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Penelitian  
Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik digunakan untuk menghasilkan data yang akurat dan 
tidak terjadi bias. Uji asums klasik yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari 
normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. 
a. Uji Normalitas 
Penelitian ini memiliki sampel sejumlah 110 pemerintah daerah 
kabupaten/kota, sehingga uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini 
7 
 
adalah model Central Limit Theorem (CLT), model ini menganggap sampel 
terdistribusi normal jika sampel yang diuji diatas atau sama dengan 30 (n ≥ 30) 
(Lind, 2014: 300-301). 
b. Uji Multikolinearitas 
Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai Tolerance untuk semua 
variabel dalam model regresi lebih besar dari 0,1 dan nilai Variance Inflation 
Factor (VIF) untuk semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih kecil 
dari 10. Multikolinearitas, sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini, 
model-model regresi yang digunakan tidak terjadi multikolinearitas.   
c. Uji Heterokedastisitas 
Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitas (Sig.) pada tiap 
model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lebih besar dari 0,05 
atau 5%, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi pada 
penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 
 
Pengujian Hipotesis 
Hasil Uji Regresi Berganda 
Variabel Koefisien Std. Error t t tabel Sig. 
(Constant) 181.136.528.900 42.100.878.880 4,302  0,000 
D_PEND 0,597 0,107 5,580 1,9826 0,000 
DAK 0,279 0,139 2,003 1,9826 0,048 
D_PEMB 1,176 0,961 1,223 1,9826 0,224 
      
R 0,497
a 
    
Rsquare 0,247     
Fhitung 11,619     
Adjusted R Square 0,226     
Sig. 0,000
b 
    
Sumber : Data sekunder diolah 2017 
Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, maka diperoleh persamaan 
regresi sebagai berikut: 






Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi F (nilai-p) sebesar 0,000. 
Dapat dinyatakan bahwa nilai-p < 0,05, dan Fhitung>Ftabel yaitu 11,619>2,69, 
sehingga dapat simpulkan bahwa variabel Perubahan Pendapatan, Dana Alokasi 
Khusus, dan Perubahan Pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
SILPA.   
Uji t  
Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa secara parsial variabel 
Perubahan Pendapatan dan variabel Realisasi Dana Alokasi Khusus mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap SILPA, maka hipotesis pertama dan hipotesis kedua 
diterima. Sedangkan variabel Perubahan Pembiayaan diketahui secara parsial 
tidak berpengaruh signifikan terhadap SILPA, maka hipotesis ketiga ditolak.  
Koefisien Determinasi 
Berdasarkan hasil uji R
2
 menunjukkan bahwa nilai R-square 24,7% dan 
adjusted R-square 22,6%. Pada penelitian ini pengukuran kemampuan model ini 
menggunakan adjusted R-square karena mampu menjelaskan kemampuan model 
lebih baik. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki 
kemampuan 22,6% dalam menjelaskan variasi dependen. Sedangkan 77,4% 
dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. 
3.2 Pembahasan 
3.2.1 Pengaruh Perubahan Pendapatan terhadap SILPA 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh perubahan pendapatan 
berpengaruh signifikan terhadap SILPA pemerintah daerah. Semakin tinggi selisih 
yang dihasilkan apabila realisasi pendapatan lebih tinggi dari anggaran 
pendapatan, maka sisa atau selisih tersebut tidak dapat dibelanjakan secara 
langsung tanpa persetujuan. Otomatis terjadi penumpukan dana, dengan begitu 
semakin tinggi pula SILPA yang dihasilkan. 
Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi 
pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah serta membiayai 
seluruh kegiatan daerah yang telah direncanakan dalam anggaran. Perubahan 
pendapatan yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan dan anggaran 
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pendapataan tahun berkenaan berpengaruh terhadap SILPA, hal ini selaras dengan 
penelitian yang dilakukan Hakim (2016), Ramadhan (2015), dan Suharna (2015). 
Dalam penelitianya, Hakim (2016) menyatakan bahwa pencapaian target yang 
mudah untuk dicapai yang mengakibatkan realisasi pendapatan yang melebihi 
target dapat menjadi penyumbang terbentuknya SILPA. Ramadhan (2015) juga 
menyebutkan bahwa realisasi pendapatan yang melampaui target dapat 
disebabkan karena penganggaran yang ditetapkan cenderung lebih kecil dari 
potensi riilnya, sehingga dengan begitu akan menghasilkan sisa banyak anggaran. 
Hal tersebut yang mendorong munculnya SILPA. Selain itu dalam penelitiannya, 
Suharna (2015) menyatakan bahwa komponen-komponen yang terdapat didalam 
APBD yaitu; pendapatan, belanja, dan pembiayaan jika dilihat dari sisi anggaran 
maupun realisasi setiap tahunnya menunjukkan terjadi perubahan baik peningkaan 
maupun penurunan. Selisih antara anggaran dengan realisasi yang terjadi pada 
APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir 
tersebut secara langsung berkontribusi dalam peningkatan maupun penurunan 
SiLPA. 
3.2.2 Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Khusus terhadap SILPA 
Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa Realisasi Dana Alokasi (DAK) 
berpengaruh signifikan terhadap SILPA pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Izudin (2013) yang menyatakan bahwa adanya 
hubungan positif antara komponen-komponen pendapatan yang mencakup DAK 
terhadap SILPA. Selain itu dalam penelitiannya, Sugiantini (2015) menyatakan 
bahwa DAK yang tidak pernah mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor, 
salah satunya yaitu karena pemerintah pusat yang melakukan transfer ke daerah 
secara berkala dan bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan 
begitu penyaluran dana transfer yang mendekati akhir tahun anggaran disinyalir 
memberikan sumbangan signifikan terhadap rendahnya realisasi DAK sehingga 
terbentuknya SILPA. 
3.2.3 Pengaruh Perubahan Pembiayaan terhadap SILPA 
Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa Perubahan Pembiayaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap SILPA, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 
10 
 
tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharna (2015), hal ini berarti 
perubahan pembiayaan tidak cukup kuat atau signifikan untuk mempengaruhi 
SILPA. Selain itu juga dapat dikarenakan varians yang tidak searah dengan 
SILPA atau selisih antara realisasi pembiayaan dengan anggaran pembiayaan 




Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Perubahan 
Pendapatan dan Realisasi Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap 
SILPA. Sedangkan variabel Perubahan Pembiayaan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap SILPA.  Berdasarkan hasil adjusted R-square sebesar 22,6% yang berarti 
variabel SILPA hanya dapat dijelaskan 22,6%, sedangkan 77,4% dijelaskan oleh 
variabel-variabel lain diluar model penelitian. 
4.2 Saran 
Peneliti selanjutnya dapat menggunakan periode waktu yang lebih dari satu tahun 
sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian 
tersebut. Selain itu dapat pula menambahkan variabel independen, seperti temuan 
audit, jumlah korupsi dan belanja daerah serta memperluas tempat penelitian tidak 
hanya pemerintah kabupaten/kota se Jawa. 
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